
1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambah an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang MilikDaerah maka perlu
menyusun pedoman teknis tentang Penilaian Barang
MilikDaerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis
Penilaian Barang MilikDaerah;

WALlKOTABANJARMASIN,
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Dalam Peraturan WaliKota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu
oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan DPRDmenu rut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURANWALl KOTATENTANGPEDOMANTEKNIS

PENILAIANBARANGMILIKDAERAH.

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);

4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);

5.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor63);

6.Peraturan Daerah Kota 8anjarmasin Nomor 15 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018
Nomor 15);



BMDmeliputi:
a. BMDyang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;atau
b. BMDyang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasa13

Pasal2
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan WaHKota ini adalah Penilaian
BMD.

BAB II
RUANGLINGKUP

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah WaHKota

Banjarmasin.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin selaku

PengelolaBMD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah unsur pembantu WaH Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

8. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa program.

9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMDadalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDatau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin.

11.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan
BMD.

12.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

13.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai
atas suatu objek penilaian berupa BMDpada saat tertentu.

14.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai
Pemerintah Daerah.

15.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPDdan/ atau optimalisasi
BMDdengan tidak mengubah status kepemilikan.

16.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementeriarr/Lembaga dan
Pemerintah Daerah.

17.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
18.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,

pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.



Pasal7
(1) Penilaian BMD dilakukan dalam rangka penyusunan neraca

Pemerintah Daerah, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan.
(2) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan

untuk:
a. Pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan
b. Pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

(3) Penetapan nilai BMDdalam rangka penyusunan neraca Pemerintah
Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi
Pemerintahan.

(4) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian BMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dibebankan pada APBD.

BAS III

PENILAIAN

Pasal6
BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
a. barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis;
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjianj'kontrak;
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap;
e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan

modal Pemerintah Daerah; atau
f. barang yang diperoleh dari hasil pelaksanaan Inventarisasi.

Pasa15
(1) BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilengkapidokumen pengadaan.
(2) BMDyang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
(3) BMDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat

berwujud dan tidak berwujud.

Pasal4
(1) BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang

digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau
diserahkan kepada Pihak Lain sebagai pembayaran atas tagihan
kepada Pemerintah Daerah.

(2) BMDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat disita sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasa110
(1) Wali Kota dapat melakukan Penilaian kembali dalam rangka koreksi

atas nilai BMD yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah
Daerah.

(2) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar
Akuntansi Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan
sesuai standar Penilaian.

(3) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai BMDsebagaimana
dimaksud pada ayat dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan oleh Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasa19
(1) Penilaian BMD selain tanah darr/atau bangunan dalam rangka

Inventarisasi, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh
tim yang ditetapkan oleh Wali Kota, dan dapat melibatkan Penilai
yang ditetapkan WaliKota.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir
harga yang unsumya terdiri dari SKPD/Unit Ketja terkait.

(3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilai
Pemerintah atau Penilai publik sebagaimana dimaksud dalam pasal
8 ayat (2).

(4) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Apabila Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil
Penilaian BMDhanya merupakan nilai taksiran.

(6) Hasil Penilaian BMDsebagaimana dimaksud pada ayat (4)ditetapkan
oleh WaHKota.

Pasa18
(1) Penilaian BMD berupa tanah darr/atau bangunan dalam rangka

Inventarisasi, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
a. Penilai Pemerintah; atau
b. Penilai publik yang ditetapkan oleh WaliKota.

(2) Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin
praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui
oleh pemerintah.

(3) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Nilaiwajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari
hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.



BERITA DAERAH KOTABANJARMASINTAHUN 2023 NOMOR96

Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal _5 AGuGtus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTABANJARMASIN,

lBNU SlNA

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 5 A~ustus 2C23

WALl KOTABANJARMASIN,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kota
Banjarmasin.

Pasal12
Peraturan WaH Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 167 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin dicabut dan
din ya takan tidak ber laku.

BABIV
KETENTUANPENUTUP


